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Penularan Campak Saat
Silaturahmi Lebaran

IDENTIFIKASI MASALAH

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap potensi penularan penyakit campak saat kegiatan silaturahmi pada
momen ldulfitri, khususnya pada kelompok rentan seperti bayi, balita, dan anak-anak.

ANALISA ISU

Pemberitaan media menyoroti imbauan dari Dinkes kepada masyarakat agar meningkatkan SENTIMEN MEDSOS
kewaspadaan terhadap potensi penularan campak menjelang momentum silaturahmi
Lebaran yang identik dengan meningkatnya interaksi sosial. Media menekankan bahwa
meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus campak di Jakarta, penyakit tersebut telah
muncul di sejumlah wilayah sekitar sehingga kewaspadaan tetap diperlukan, terutama bagi
bayi dan balita yang memiliki daya tahan tubuh lebih rentan. Selain itu, pemberitaan juga SENTIMEN ISU
menekankan pentingnya kelengkapan imunisasi campak rubella sebagai langkah
pencegahan utama guna membangun kekebalan tubuh anak terhadap penyakit tersebut. Pemberitaan cenderung positif
yang menekankan pada imbauan
REKOMENDASI kewaspadaan dari Dinkes kepada
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Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKl Jakarta dapat memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah
masyarakat terkait kewaspadaan penularan campak selama momentum silaturahmi Lebaran, potensi penularan campak pada
termasuk edukasi mengenai interaksi yang aman dengan bayi dan balita serta pentingnya anak-anak menjelang momen
kelengkapan imunisasi anak. silaturahmi Lebaran.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta dapat
mengoptimalkan publikasi edukasi kesehatan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah dan
media digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan penularan campak.

Pemerintah Kota dan Kabupaten Administrasi di wilayah DKI Jakarta dapat melakukan
penguatan koordinasi kewilayahan bersama puskesmas, kelurahan, dan kader kesehatan dalam
memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga yang memiliki
bayi dan balita.

== Rute Transjabodetabek
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\ Blok M—Bandara Soekarno-Hatta

Mulai Beroperasi
x\ IDENTIFIKASI MASALAH

§ Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meresmikan layanan Transjabodetabek rute
\

Blok M-Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mulai beroperasi pada 12 Maret

0
)
Z \\ 2026 sebagai alternatif transportasi publik menuju bandara dengan tarif yang lebih

/////\\\\\\\\\\\\ terjangkau bagi masyarakat.

SENTIMEN MEDSOS ANALISA ISU

rosimie Wl B3 verma W 19 e | Pengoperasian rute Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno-Hatta menjadi bagian
dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas konektivitas transportasi publik
menuju kawasan bandara. Pada tahap awal, tarif layanan direncanakan mengikuti tarif
Transjakarta reguler hingga Idulfitri, yakni sekitar Rp2.000-Rp3.500, meskipun penetapan

SENTIMEN ISU tarif final masih dalam tahap perhitungan menyesuaikan biaya operasional dan titik
pemberhentian layanan. Rute ini dilayani sekitar 20 unit bus dengan waktu tunggu sekitar
Sebaran pemberitaan positif, 5-10 menit serta menggunakan armada bus lantai rendah guna memudahkan mobilitas
menekankan pada upaya Pemprov penumpang yang membawa barang bawaan.
DKI Jakarta dalam menghadirkan
alternatif transportasi publik REKOMENDASI

menuju Bandara Soekarno-Hatta
dengan tarif yang lebih terjangkau
serta layanan yang memudahkan
mobilitas masyarakat.

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan penguatan
koordinasi operasional serta evaluasi awal layanan guna memastikan kelancaran
operasional rute Transjabodetabek Blok M- Bandara Soekarno-Hatta.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dapat memastikan kesiapan armada, ketepatan
jadwal layanan, serta optimalisasi titik pemberhentian guna meningkatkan kenyamanan
dan kemudahan akses bagi penumpang.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta
dapat mengoptimalkan publikasi informasi terkait rute, tarif, dan titik pemberhentian
layanan Transjabodetabek Blok M - Bandara Soekarno-Hatta melalui kanal komunikasi
resmi.



Strategi Pemprov DKI Jakarta
Dalam Mengurangi Beban TPST
Bantargebang

IDENTIFIKASI MASALAH

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk
mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, antara
lain dengan mengurangi sampah dari sumbernya dan mengoperasikan RDF Plant
Rorotan pascalongsor guna membantu pengolahan sampah serta menjaga stabilitas
sistem pengelolaan sampah Jakarta.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menargetkan operasional di TPST Bantargebang kembali
normal dalam waktu satu pekan. Langkah ini diambil menyusul terjadinya longsor di area
Zona Timbunan 4A.

ANALISA ISU

Pemberitaan media massa menyoroti upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga
keberlanjutan sistemm pengelolaan sampah pascalongsor di TPST Bantargebang.
Pengoperasian RDF Plant Rorotan dipandang sebagai langkah cepat dengan menambah
kapasitas pengolahan sampah sekaligus mengurangi tekanan beban terhadap TPST
Bantargebang selama proses penataan zona terdampak.

Di sisi lain, dorongan untuk mengurangi sampah dari sumber menunjukkan upaya jangka
panjang melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan
sampah. Kombinasi antara pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan perubahan
perilaku masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengurangi beban timbunan sampah di
TPST Bantargebang serta menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih
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SENTIMEN MEDMAS
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SENTIMEN ISU

Secara dominan, media massa

menarasikan isu tersebut dengan
sentimen yang positif. Sedangkan
di sosial media sentimen dominan

negatif didorong oleh kritik
terhadap pengelolaan sampah di
Jakarta yang dinilai lambat dan
reaktif, terutama karena solusi
dianggap baru muncul setelah
terjadi insiden

berkelanjutan diJakarta.

REKOMENDASI

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan
kesiapan operasional RDF Plant Rorotan berfungsi optimal dalam membantu
mengurangi beban TPST Bantargebang.

DLH juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten
administrasi di wilayah DKI Jakarta untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada
masyarakat terkait pemilahan sampah dari tingkat masyarakat. Upaya ini penting untuk
mendorong perubahan perilaku masyarakat.

SENTIMEN MEDMAS

1 Pemprov DKI Jakarta Imbau

QA Oormas Tidak Merr.mksa
§ \ Pengusaha terkait THR
N\

§7 IDENTIFIKASI MASALAH

\X Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung mengingatkan agar tidak ada pihak yang
\ memaksa pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri.
la menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif serta hubungan yang harmonis
antara pengusaha dan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga berharap para pengusaha
menanggapi permintaan THR dari pihak luar secara bijak agar aktivitas ekonomi di
Jakarta tetap berjalan lancar menjelang Lebaran.

ANALISA ISU

Pemberitaan media menyoroti imbauan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung
agar organisasi masyarakat (ormas) maupun pihak lain tidak memaksa pengusaha untuk
memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Pernyataan ini sebagai upaya
menjaga iklim usaha di Jakarta agar tetap kondusif sekaligus mencegah potensi praktik
permintaan THR yang bersifat pemaksaan. Dengan menjaga hubungan yang harmonis
antara pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan
lancar tanpa gangguan tekanan dari pihak tertentu.

REKOMENDASI

SENTIMEN MEDSOS
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SENTIMEN ISU

Secara dominan, media massa

menarasikan isu tersebut dengan
sentimen yang positif.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DTKTE) Provinsi DKI Jakarta diharapkan
dapat melakukan sosialisasi dengan mengoptimalkan posko pengaduan THR menjelang
|dulfitri. Langkah ini penting untuk memastikan mencegah munculnya praktik
permintaan THR yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada pelaku usaha.

DTKTE juga perlu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembinaan dan komunikasi
dengan ormas agar memahami batasan aktivitas organisasi, khususnya terkait larangan
melakukan pemaksaan atau pungutan kepada pelaku usaha menjelang hari raya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat
memperkuat pengawasan di lapangan serta melakukan langkah preventif dan
penegakan ketertiban umum apabila ditemukan praktik pemaksaan permintaan THR
yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat dan iklim usaha di Jakarta.



|SU DOMINAN

MEDIA SOSIAL

Permintaan THRRW ke
Perusahaan di Kalideres,
Jakarta Barat

IDENTIFIKASI MASALAH

Beredar unggahan yang menyoroti surat permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) dari pengurus RW 09
Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, kepada sejumlah perusahaan di wilayah tersebut. Surat
tersebut mematok nominal kontribusi mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000 dan mencantumkan
sejumlah jabatan pengurus lingkungan seperti Ketua RW, Wakil Ketua RW, Kamtibmas, hingga unsur
hansip. Isu ini semakin viral setelah pemberitaan menyebut bahwa Ketua RW yang baru menjabat
menyatakan praktik tersebut merupakan kelanjutan dari kebiasaan lama yang sudah berlangsung
sejak kepengurusan sebelumnya. Dana yang terkumpul disebut akan digunakan untuk membeli
bingkisan Lebaran bagi pihak-pihak yang membantu operasional lingkungan. Penjelasan tersebut
memicu perhatian publik karena dianggap menormalisasikan praktik yang oleh sebagian warganet
dipersepsikan sebagai pungutan tidak resmi kepada pelaku usaha.

ANALISA ISU

Perbincangan warganet banyak menyoroti praktik permintaan THR kepada perusahaan yang
dinilai tidak tepat karena disertai penetapan nominal tertentu. Diskusi berkembang pada
pertanyaan mengenai batas antara partisipasi sosial sukarela dengan pungutan yang berpotensi
memberatkan pelaku usaha. Sejumlah warganet menilai praktik tersebut merupakan kebiasaan
lama yang masih terjadi di berbagai wilayah, sehingga memunculkan diskusi yang relatif luas
mengenai budaya permintaan kontribusi di tingkat lingkungan.

Di sisi lain, muncul pula kritik yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pungutan liar yang
dibungkus dengan dalih tradisi. Sebagian komentar juga menyampaikan sarkasme terkait
mentalitas meminta-minta kepada pelaku usaha serta kekhawatiran bahwa praktik serupa dapat
memengaruhi kenyamanan berusaha di tingkat lokal. Isu kemudian meluas pada pembahasan
perlunya aturan yang lebih jelas mengenai mekanisme kontribusi lingkungan agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman antara pengurus wilayah dan pelaku usaha.

REKOMENDASI

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu melakukan penelusuran dan klarifikasi
terhadap praktik permintaan kontribusi oleh pengurus lingkungan di wilayahnya, sekaligus
memberikan pembinaan kepada RT/RW agar setiap bentuk partisipasi dari masyarakat maupun
pelaku usaha tetap bersifat sukarela dan tidak menimbulkan persepsi pungutan ataupun
memaksa.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat sosialisasi pedoman terkait
kewenangan serta batasan pengurus RT/RW dalam meminta atau menerima kontribusi dari
pihak swasta, termasuk penegasan bahwa penetapan nominal tidak diperkenankan dalam
mekanisme partisipasi sukarela. Berkoordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI

SENTIMEN MEDMAS
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SENTIMEN ISU

Sentimen yang mendominasi
perbincangan cenderung netral,
dengan warganet yang lebih banyak
membahas fenomena tersebut
sebagai praktik yang sudah lama
terjadi di berbagai wilayah serta
mempertanyakan kejelasan aturan
mengenai kontribusi lingkungan
kepada pelaku usaha. Diskusi juga
berkembang pada perbandingan
pengalaman serupa di daerah lain
serta pandangan bahwa praktik
seperti ini kerap dianggap sebagai
kebiasaan turun-temurun.

Sentimen negatif turut muncul
dalam bentuk kritik terhadap
penetapan nominal THR kepada
perusahaan yang dinilai tidak sesuai
dengan prinsip kontribusi sukarela.
Kritik tersebut disertai
kekhawatiran bahwa praktik
semacam ini dapat menimbulkan
persepsi adanya pungutan liar dan
berpotensi memengaruhi iklim

Jakarta melakukan komunikasi publik untuk menjelaskan aturan yang berlaku, mekanisme usaha di tingkat lokal.

pelaporan dugaan pungutan tidak resmi, serta komitmen pemerintah dalam menjaga tata
kelola lingkungan yang transparan dan akuntabel.

SENTIMEN MEDMAS
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Penjualan Tramadol di
Lenteng Agung

IDENTIFIKASI MASALAH

Sebuah akun warganet mengunggah kegiatan melemparkan petasan ke arah toko-toko
yang diduga menjual obat tramadol secara ilegal di beberapa titik di Jakarta. Aksi tersebut
dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan lambatnya penindakan aparat
terhadap peredaran obat keras yang dinilai semakin marak dan mudah diakses,
/ khususnya oleh remaja. Unggahan tersebut menjadi viral dan menarik perhatian

warganet karena memperlihatkan fenomena “aksi warga bertindak sendiri” untuk
menekan peredaran obat yang dianggap merusak generasi muda.

ANALISA ISU

Respons warganet didominasi oleh dukungan terhadap aksi tersebut, dengan banyak
pengguna media sosial yang memuji keberanian pelaku aksi dan menilai tindakan itu
sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat keras.
Komentar juga berkembang pada penunjukkan adanya kekecewaan terhadap aparat
penegak hukum yang dianggap lambat atau tidak tegas dalam menindak penjualan obat
terlarang, sehingga muncul pembenaran terhadap tindakan vigilante.
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SENTIMEN MEDSOS
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SENTIMEN ISU

Sentimen perbincangan terhadap
isu ini cenderung netral dengan
percakapan warganet lebih
berfokus pada reaksi terhadap aksi
warga yang menargetkan toko
yang diduga menjual tramadol
ilegal, disertai diskusi mengenai
maraknya peredaran obat tersebut
serta pertanyaan terkait jenis dan
dampaknya. Sementara itu, kritik
yang muncul lebih banyak
diarahkan kepada aparat penegak
hukum dan sistem pengawasan
secara umum.

Di sisi lain, sebagian warganet juga mengungkap kekhawatirannya mengenai potensi
bahaya dari aksi tersebut, seperti risiko kebakaran atau dampak terhadap warga sekitar
yang tidak terlibat. Diskusi juga berkembang pada dugaan adanya praktik perlindungan
atau pembiaran oleh pihak tertentu terhadap penjual obat ilegal, serta munculnya ajakan
bagi warganet lain untuk melakukan aksi serupa di wilayah lain.

REKOMENDASI

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta dapat menjelaskan regulasi peredaran
tramadol yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Melakukan langkah pengawasan
terhadap apotek dan sarana distribusi obat di wilayah Jakarta, dan menegaskan koordinasi
dengan BPOM serta aparat penegak hukum untuk menindak dugaan penjualan obat tanpa izin
sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah.

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas usaha
yang diduga menjual obat keras secara ilegal.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi
serta melibatkan camat, lurah, aparat lingkungan seperti RT/RW untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menjual obat keras secara ilegal.



Lapangan Padel di Senayan Dikeluhkan Warga, Bising
hingga Tengah Malam

RESUME ISU

Warga mengeluhkan keberadaan lapangan padel di Jalan Limo, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lapangan
padel yang letaknya persis di belakang perumahan itu dinilai mengganggu karena bising hingga tengah malam.
SENTIMEN

Fenomena ini masih menjadi isu ini negatif di media massa. Isu yang terbangun dapat mengarah dan menyoroti kinerja
OPD terkait dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sorotan Kelangkaan dan Mahalnya Air Bersih di
Kampung Nelayan Cilincing

RESUME ISU

Sebuah unggahan di media sosial menyoroti kondisi salah satu kampung nelayan di wilayah Jakarta Utara yang disebut
mengalami keterbatasan akses air bersih. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa harga air bersih di wilayah
tersebut mencapai setara satu liter pertalite, dengan kualitas air yang dinilai kurang baik karena berwarna kuning.

Unggahan ini menyoroti mahalnya harga air bersih yang harus dibeli warga serta beban biaya yang cukup besar untuk
memenuhi kebutuhan air sehari-hari, menyebutkan lokasi yang dimaksud yang berada di kawasan Kampung Nelayan
Cilincing, serta menandai sejumlah akun pejabat daerah agar kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah.

SENTIMEN

Isu ini negatif dalam perbincangan netizen dan diprediksi akan terus menjadi sorotan terhadap OPD terkait dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mikrotrans Tersangkut Kabel di Jalan Simatupang,
Disorot Warganet

RESUME ISU

Sebuah unggahan di media sosial melaporkan kejadian kendaraan Mikrotrans yang tersangkut kabel di depan Hotel
Mercure Simatupang, arah Lebak Bulus, pada Selasa (10/3). Unggahan tersebut menampilkan kondisi kendaraan yang
diduga tersangkut kabel di jalan saat melintas di lokasi tersebut. Warganet merespons dengan candaan terhadap
kejadian tersebut serta menyampaikan kritik terhadap cara pengemudi kendaraan angkutan umum saat berkendara.

SENTIMEN

Sentimen negatif pada isu ini dapat mengarah pada dua OPD yang terkait, pertama perilaku pengemudi Mikrotrans dan
yang kedua pada kondisi kabel yang masih belum tertata rapi dan berbahaya.
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